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iZ!N OPERASiONAL

SATUAN PENDlDIKAN NON FORMAL(SPNF)
LEMBACA KURSUS DAN PELATIHAN(LKP)

Diberikan Kepada

Nama SPNF

Ketua Lembaga

Jenis Layanan

Alamat Lembaga

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0003/SPNF-
LKP/IV.17lll2o25 Tanggal 20 Januari 2025 tentang pemberian lZlN Operasional Satuan Pendidikan
Non Formal (SPNF) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Masa Berlaku lzin Operasional : 20 Januari 2028

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL  : 20」 anua薇 2025

KEPALA D:NAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PiNTU

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

: LKP AKUNTANMU LEARNING CENttER

: NURT!YAS,SE.,M.Ak
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DPMPIrsP

KEPALA D:NAS

Menlrnbang

Mengingat

Memperhatik

No. Seri :

KEPUTuSAN KEPALA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN
PERIZ:NAN TERPADU SATU PINTU(DPttPttSpl

KABUPATEN LAMPUNO SELATAN
Nomor:500.16,7.2/0003/SPNF‐ LKpFIv.17F32025

TENTANG

PEMBEniAN IZIN OPERAS10NAL
SATUAN PENDEDIKAN NO羅 FORMAL(SPNF)
LEMBACA KURSuS DAN P=LAT:HAN(LKP)

LKP LKP AKUN「ANMtt LEARNttNe cENTER

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PER:ZINAN TERPADu SATU PINTU
(DPMPPTSP〕

a.Bahvva salah satu program pemerintaれ dalam rangka memenuhi kebutuhan
belalar dan meningkatkatt pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan
rnasyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan
pendidikan non formal(SPNF)yang dapat rnemberikan layanan pendidikan bagi
masyarakat yang membutuhkan.

b Bahwa sehubungan dengan maksud hurur a diatas dipandang perlu memberikan
izin operasional satuan pendidikari nonformal(SPNF)dalam batas ketentua■
hukum dan peraturan perundang― undangan yarg berlakじ dan menetapkanrlya
dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu.

1.Undang― ulldang nomor 20 tahun 2003 tentaFlo SiStem Pendidikan

2.Ulldang― じndang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.Peraturan Pemerintah nomor 66 ta・ lun 201 0 tentang perubahan atas Peraturan

PemeFintah nomor 1 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

4.Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

5 Peraturan Menteri Pendidikan Naslonal nomor 50 tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendldikan oleh Pemerintah DaeFah

6 Peraturan Menteri Pendldikan Nasionai nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem
Peniaminan Mutu Pendidikan.

7 Peraturan Menteri Pendidikan dan KeblJdayaan Reptlbl:k lndonesia nomor 81
tahun 201 3 tentang Pendirian Satllan Pendidikan Non Formal

8.Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomori 23 Tahul1 2019 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan TerpadLI Satu Plntui

l.Surat Permohonan i NURTIYASi SE,,M,Ak ttangga1 20」 anua百 2025 Petthal

Permohonan Penerbitan lzin Oprasi1lal Pendidikan Non Formal

2.surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikani 421/155/IV.02/1/2025丁 anggal
2025‐ 01‐ 17.



Menetapkan

KESATU

MEMuTuSKAN

Memberikan izin operasional satuan pendidikan Non Farmat {spNF) kepada

KEDUA

KETIGA

KE EMPAT

KELIMA

KE ENAM

LKP AκUNTANMU LEARNINC CENTER

NURTIVAS,SE.∫ M.Ak

LEMBハGA KURSUS DAN PELATIHAN

」L.SAWO RARA CANG SAWAH RUSLAN

FA」 AR BARU

」AT:AGUNG

Lampung

DlKELUARKAN Dl : KAL:ANDA
PADA TANGGAL 1 20」 anua“ 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERiZINAN TERPADU SATU PiNTU

- Nama SPNF

- Ketua Lembaga

- Program Layanan

- Alamat Lembaga

- Desa

- Kecamatan

- Kabupaten

Pemegang lzin Operasional SPNF sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki
kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup spNF, sehingga dapat
memenuhi fungsi pendidikan no".r formal lerhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat
merugikan Negara.

4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas pendiclikan
Kabupaten Lampung Selatar cq. Kepala Bidang paud Dikmas.

Apabila.pemegang lzin Operasional SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu (DpMpprsp) Kapupaten Lampung selatan
dapat melakukan pencabutan izi.r operasional penyelenggaraan spNF sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

IMasa berlaku lzin Operasional.SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA)
T_ahun terhitung sejak tanggal ditandatangani lzlN operasional spNF dan'dapai
diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang

Perpanjangan izin SPlrlFsebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-
lambatnya 3 (Tiga) Bulan seberufi masa berraku rzin berakhir"
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalampenetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mesiinya.
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1. Dirras Pendidikan Kabupaten Lampung Setatan.


